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Gubernur Akui Pengawasan BPD
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PALU, MERCUSUAR- Gubernur Sulteng H Longki Djanggola,
mengakui pengawasan dan pengendalian internal di tubuh PT
Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih sangat lemah, sehingga
berdampak terjadinya pembobolan dana BPD sebesar Rp12 miliar

oleh Kepala BPD Bangkep.

Sehingga menurut H Longki, perlu
ada perbaikannya secepatnya di tingkat
manajemen PT BPD, agar hal serupa ti-
dak terjadi lagi kedepan. Apalagi kasus
tersebut, pernah terjadi di Kabupaten
Morowali, yang telah merugikan daerah
hingga Rp1,2 miliar. “Yang jelas jajaran
direksi ada kekurangan dan kelemahan
dalam sistem pengawasan dan pengen-
dalian internal,” kata Longki, melalui

pesan singkatnya, kemarin (31/3).
Perbaikan itu kata dia, mulai dari ja-

jaran direksi, komisaris dan pimpinan-

pimpinan cabang. la berharap agar
fit and profer test (uji kelayakan dan
kepatutan) oleh Bl cepat selesai, agar
nantinya saat pelaksanaan rapat umum
pemegang saham (RUPS) cepat disele-
saikan. “Memang banyak yang harus
dibenahi di tubuh BPD,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia meyakini se-
mua yang terlibat dalam kasus pembo-
bolan keuangan daerah miliaran rupiah
itu, pasti akan ditindak sesuai hukum
yang berlaku. “Pasti akan ditindak yang
terlibat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia (BI) Palu akan memberikan
sanksi kepada pengurus BPD, karena
lalai dalam melakukan pengawasan
kepada karyawannya, sehingga ter-
jadi kasus pembobolan senilai belasan
miliar.

Penegasan itu, disampaikan Kepala

Perwakilan Bank Indonesia Palu
Rahmat Hernowo.
Terpisah, Staf Pengajar Perbankan

Fakultas Ekonomi Untad, Arsyad
Mardani mempertanyakan kinerja
sistem pengawas internal yang tidak
secara cepat mengantisipasi kasus
ini sehingga bisa meminimalisir nilai
kerugian yang diderita BPD.

Terpisah, bobolnya PT Bank Sulteng
Rp12,4 miliar, mendapat tanggapan
serius dari anggota DPRD Provinsi
(Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa.
Menurut Ketua Pansus Perubahan
Perda PT Bank Sulteng itu, perlu pem-
benahan manajemen secara total di

‘bank plat merah ini.

Ditegaskan Asgar, kasus bobolnya PT
Bank Sulteng atau Bank Pembangunan
Daerah (BPD), menunjukkan
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manajemen risiko tidak berjalan
dengan baik. “Hampir tiap tahun
dilakukan pemeriksaan, selalu ada
temuan di BPD. Kini bobol sebesar
Rp12 miliar di Cabang Pembantu
Bangkep, sebelumnya Rp1,6 miliar
di Morowali. Anehnya ini dilakukan
orang dalam. Perlu ada pembenahan
total secara manajerial di BPD!” tegas
Asgar. urY/HAI/TMU

69

Yang jelas jajaran direksi ada
kekurangan dan kelemahan
dalam sistem pengawasan dan
pengendalian internal




